KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR :  138 TAHUN 2001

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNSI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 30 Tahun 2000 Tentang Pembentukan dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, dan untuk meningkatkan Daya Guna dan hasil guna pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah perlu menetapkan penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penjabaran tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;

Mengingat :      1.  Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Tahun 1999  Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan  Keuang antara pemerintahan pusat dan Daerah (lembaran Negara Tahun 1999  Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelanggaraan Negara yang bersih bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (lembaran Negara Tahun 1999  Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5.  Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonomi, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi perangkat daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor  27 tahunb 2000 tentang Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 14 Tahun 2000);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor  28 tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan  bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 15 Tahun 2000);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor  30 tahun 2000 tentang Pembentukan dan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 17 Tahun 2000);

MEMUTUSKAN 

Menetapkan :  KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;

4. Sekretariat Daerah adalah secretariat Daerah Kabupaten Bantul;

5. Sekretaris Daerah adalah secretaris Daerah Kabupaten Bantul;

6. Unit kerja adalah unit kerja di lingkungan secretariat daerah yang meliputi asisten sekretaris daerah, bagian , sub  bagian, dan kelompok jabatan fungsional.

BAB II

PENJABARAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Asisten Tatapraja

Pasal 2

Asisten Tatapraja mempunyai tugas merumuskan bahan kebijakan, mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengembangan otonomi Daerah dan pemerintahan desa serta mengkoordinasiskan  perumusan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 2 asisten tatapraja mempunyai fungsi :

a. perumusan bahan kebijaksanaan penyusunan program, petunjuk teknis, memantua penyelenggaraan dan pengembangan otonomi daerah, pemerintahan daerah dan pem,erintahan desa;

b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa;

c. Penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan;

d. Pelaksanaan tata usaha asisten tatapraja;

Pasal 4

Asisten tatapraja terdiri dari :

a. Bagian  tata Pemeritahan;

b. Bagian Pemerintahan Desa

c. Bagian Hukum

Pasal 5

Bagian tata pemerintahan mempunyai tugas melaksakan penyusunan tugas program dan pedoman petunjuk teknis pembinaan, koordinasi penyelenggaraan dan pengembangan otonomi daerah pemerintahan daerah dan perangkat daerah beserta penyelenggaraan administrasi pertanahan 

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 5 bagian tata pemerintahan mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan bahan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan, pengembangan otonomi daerah, dan pemerintahan daerah.

b. Pengumpulan bahan pembinaan dan koordinasi perangkat daerah 

c. Pengumpulan bahan pembinaan dan koordinasi Administrasi pertanahan 

d. Penyelenggaraan tata usaha asisten tatapraja

e. Pelaksanaan tata usaha bagian tata pemerintahan  

Pasal 7

Bagian tata pemerintahan terdiri dari :

a. Sub Bagian pemerintahan daerah;

b. Sub Bagian Perangkat daerah

c. Sub Bagian Pertanahan 

d. Sub Bagian Tata usaha 

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata usaha mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyu8sunan pedoman dan petunjuk teknis pembinan, koordinasi penyelenggaraan dan pengembangan pemerintahan daerah serta penataan dan kerja sama kewenanagan daerah.

(2) Sub Bagian perangkat daerah mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinanan peningkatan kinerja perangkat daerah mengolah dan mengevaluasi laporan kinerja perangkat daerah 

(3) Sub Bagian Pertanahan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis administrasi pertanahan pempersiapkan bahan koordinasi pengunaan tanah inventarisasi tanah milik pemerintah daerah;

(4) Sub Bagian Tata usaha mempunyai tugas Melaksanakan urusan suratmenyurat, urusankepegawaian, penyelenggaraan rapat-rapat- asisten, mempersiapkan koordinasi penyusunan program dan angaran bagian –baginan di linhgkungan asisten tatapraja, membuat agenda dan laporan kegiatan asiten tatapraja serta melaksanakan tata usah aasisten tatapraja dan bagian tata pemerintahan 

Pasal 9

Bagian pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan dan memngkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis fasilitas dan pemberdayaan pemerintahan desa.

Pasal 10

Untuk menyelenggarajkan tugas sebagaimana dimaksud pasal 9 bagian pemerintahan desa mempunyai fungsi ;

a. penggkoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan serta pengembangan pemerintahan desa;

b. penggkoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengunaan pengelolaan kekayaan desa;

c. penggkoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran desa;

d. Penyiapan bahan pengesahan calon kepala desa yang terpilih yang ditetapkan oleh badan perwakilan desa;

e. Penyiapan bahan pemberhentian kepala desa atas usul badan perwakilan desa

f. Penggkoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kelembagaan pemerintahan desa;

g. Pelaksanan tata usaha bagian pemerintahan desa

 Pasal 11

Bagian pemerintahaan desa terdiri dari ;

a. Sub Bagian kelembagaan pemerintahan desa;

b. Sub Bagian Perangkat desa;

c. Sub Bagian kekayaan desa;

Pasal 12

(1) Sub Bagian kelembagaan pemerintahan desa mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kelembagaan pemerintahan desa, administrasi desa, pengembagan desa dan pemberdayaan lembaga desa serta monitoring pelaksanaan pemerintahan desa serta pmelaksanakan tata usaha bagian pemerintahan desa;

(2) Sub Bagian Perangkat desa mempunyai tugas mengumpulkan  bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemberdayaan perangkat desa, mempersiapkan proses pengesahan calon kepala desa yang terpilih yang ditetapkan badan perwakilan desa dan mempersiapkan proses pemberhebntian kepala desa atas usul badan perwakilan rakyat;

(3) Sub Bagian kekayaan desa mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan kekayaan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa dan monitornbig perubahan kekayaan desa;

 Pasal 13

Bagian hokum mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan produk hokum daerah, telaahan hukum, memberikan bantuan hokum, mempublikasikan dan memdokomentasikan produk hukum;

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 13 bagian hokum mempunyai fungsi ;

a. pengkoordinasian perumusan peraturan daerah, keputusan Bupati, instruksi Bupati dan naskah-naskah perjanjian;

b. penelaahan dan evaluasi pelaksanaan produk hokum dan menyipkan rnacangan produk hokum daerah;

c. Penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hokum kepada semua unsure pemerintah daerah atas masalah hokum yang dimbul dalam pelaksanaan daerah;

d. Penghimpunan, publikasi dan pendokumentasian produk hokum;

e. Pelaksanaan tata usaha bagian hukum;

Pasal 15

 Bagian hukum terdiri dari :

a. Sub Bagian Peraturan perundang-undangan 

b. Sub Bagian bantuan hukum;

c. Sub Bagian dokumentasi hukum;

Pasal 16

(1) Sub Bagian peraturan perundang-undangan mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan koordinasi dalam rangka penyusunan, penetapan dan pengesahan produk hukum daerah,perumusan naskah-naskah perjanjian, penelaahan hukum, pengadministrasian produk hukum daerah,penempatan dan penerbitan lembaaran daerah, legitinasi produk hukum daerah dan melaksakan tata usaha bagian hukum.

(2) Sub Bagian bantuan hukum mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan koordinasi dalam rangka penyelesaian sengketa-sengketa hukum yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, bantuan hukum bagi lembaga perangkat dae5rah serrta pembinana teknis yuridis penyidik pegawai negari sipil ( PPNS)

(3) Sub Bagian dokumentasi hukum mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan koordinasi dalam rangka Pendokumentasian dan penyebarluasan produk hukum, penyuluhan hukum, pembinaan dan penyelenggaraan system jaringan dan informasi hukum (SJDI);

Bagian Kedua

Asiten Pembangunan 

Pasal 17

Asisten pembangunan pempunyai tugas merumuskan bahan-bahan kebijakan, melaksakaan koordinasi dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan administrasi pembangunan, perekonomian daerah dan social;

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 17 asisten pembangunan mempunyai fungsi ;

a. Pelaksanaan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang social, ekonomi dan pembangunan;

b. Pengkoordinasian penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan administrasi pembanguan 

c. Pengkoordinasian penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan perekonomian pemerintahan daerah;

d. Pengkoordinasian penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kebudayaan, pemuda dan olah raga, agama dan pemberdayaan perempuan,

e. Pelaksanaan tata usaha asisten pembangunan;

Pasal 19

Asisten pembanguna  terdiri dari :

a. bagian social;

b. bagian ekonomi;

c. bagian administrasi pembangunan;

Pasal 20

Bagian saosial mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan pendidikan dan kebudayaan, pemuda dan olah raga, pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan rakyat.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 20 bagian Sosial mempunyai fungsi ;

a. Pengkoordinasian program kesejahteraan social;

b. Pelaksanaan bimbingan organisasi dan bimbingan social;

c. Pengkoordinasian pelayanan dan rehabilitasi social;

d. Koordinasi pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapkan sarana dan pertimbangan dalam peningkatan kesejahteraan rakyat;

e. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petu njuk teknis pembinaan di bidang pendidikan dan kebudayaan, generasi muda, olah raga, agama, dan pemberdayaan perempuan;

f. Pelaksanaan tata usaha bagian social;

Pasal 22

 Bagian Sosial terdiri dari ;

a. Sub Bagian Kesejahteraan rakyat;

b. Sub Bagian Agama;

c. Sub Bagian Pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga;

d. Sub Bagian pemberdayaan perempuan;

Pasal 23

(1) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mengumpulkan bahan Pengusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di  bidang kesejahteraan social serta peningkatan kesejahteraan rakyat serta melaksanakan tata usaha bagian social;

(2) Sub Bagian agama mempunyai tugas mengumpulkan bahan Pengusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di  bidang agama termasuk urusan gaji, peringanaan hari-hari besar keagamaan dan kerukunan umat beragama;

(3)  Sub Bagian Prendidikan kebudayan, pemuda dan olah raga mempunyai tugas mengumpulkan bahan Pengusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di  bidang pe3ndidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga;

(4) Sub Bagian Pemberdayaan perempuan mempunyai tugas mengumpulkan bahan Pengusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di  bidang Pemberdayaan perempuan;

Pasal 24

Bagian ekonomi mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan perakonomian daerah dan memonitor perkembangan sarana perekonomian daerah dan melaksanakan tata usaha asisten pembangunan. 

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 24 bagian ekonomi mempunyai fungsi ;

a. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pemberdayaan dan peningkatan produksi pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, kehutanan, perkebunan, peternakan, kelautan, dan perikanan, industri dan perdagangan bidang pertanian, serta monitoring harga pasar;

b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pemberdayaan dan peningkatan produksi non pertanian yang meliputi industri dan perdagangan bidang non pertanian koperasi, pertambangan dan energi, kepariwisataan, transportasi dan komunikasi;

c. Pelaksanaan urusan tata usaha asisten pembangunan;

d. Pelaksanaan tata usaha bagian ekonomi;

Pasal 26

Bagian ekonomi terdiri dari :

a. Sub Bagian Produksi Daerah Bidang Pertanian;

b. Sub Bagian Produksi Daerah Bidang non Pertanian;

c. Sub Bagian Tata usaha.

Pasal 27

(1) Sub Bagian Produksi Daerah Bidang Pertanian mempunyai tugas mengumpulkan dan mempersiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, pemberdayaan dan peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan dan perikanan, industri dan perdagangan bidang pertanian, serta monitoring harga pasar.

(2) Sub Bagian Produksi Daerah Bidang Non Pertanian mempunyai tugas mengumpulkan dan mempersiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, pemberdayaan dan peningkatan produksi non pertanian yang meliputi industri dan perdagangan bidang pertanian, koperasi, pertambangan dan energi dan air bawah tanah, kepariwisataan, tranportasi dan komunikasi, pemberdayaan perusahaan dan perbankan daerah;

(3) Sub Bagian Tata usaha mempunyai tugas Melaksanakan urusan surat menyurat, urusan kepegawaian, penyelenggaraan rapat-rapat asisten, mempersiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan anggaran bagian-bagian di lingkungan asisten pembangunan, membuat agenda dan laporan kegiatan asisten pembangunan dan melaksanakan tata usaha asisten pembangunan dan bagian ekonomi;

Pasal 28

Bagian administrasi pembangunan mempunyai tugas melaksanakan dan mangkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta pengendalian administrasi pembangunan.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 28 bagian administrasi pembangunan mempunyai fungsi ;

a. Pengumpulan bahan koordinasi , penyusunan program tahunan pembangunan daerah;

b. Pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembangunan serta menyiapkan surat ijin usaha saja kontruksi

c. Pelaksanaan monitoring dan pencermatan pelaksanaan pembangunan daerah 

d. Pelaksanaan tata usaha bagian administrasi pembangunan

Pasal 30

Bagian administrasi pembangunan terdiri dari :

a. Sub Bagian Teknis administrasi pembangunan

b. Sub Bagian monitoring dan pencermatan

Pasal 31

(1) Sub Bagian teknis administrasi pembangunan mempunyai tugas mengumpulkan bahan program tahunan pembangunan, mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis administrasi pembangunan daerah, memproses dan menyiapkan surat ijin usaha saja kontruksi serta melaksanakan tata usaha bagian administrasi pembangunan 

(2) Sub Bagian monitoring dan pencermatan mempunyai tugas mengadministrasikan, melaksanakan kegiatan monitoring, pencermatan serta menyiapkan bahan penyusunan laporan pembangunan daerah;

Bagian Ketiga

Asistean Administrasi

Pasal 32

Asisten administrasi mempunyai tugas merumuskan kebijaksanaan dan mengkoordinasikan pembinaan organisasi dan tata laksana kepegawaian keuangan perlengkapan ketata usahaan kearsipan dan rumah tangga.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 32 Asisten Administrasi mempunyai fungsi ;

a. Pelaksanaan perumusan kebijkan dan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kepegawaian serta tata usaha kepegawaian

b. Pelaksanaan perumusan kebijkan dan koordinasi penyusunan Program dan anggaran serta pengelolaan adminiatrasi keuangan 

c. Pelaksanaan perumusan kebijkan dan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan organisasi dan tata laksana.

d. Pelaksanaan perumusan kebijkan dan koordinasi penyusunan pelaksanaan urusan perlengkapan 

e. Pelaksanaan perumusan kebijkan dan koordinasi penyusunan Pelaksanaan urusan umum, ketatausahaan dan rumah tangga

f. Pelaksanaan Tata usaha asisten administrasi 

Pasal 34

Asisten administrasi terdiri atas:

a. Bagian keuangan 

b. Bagian umum

c. Bagian kepegawaian 

d. Bagian organisasi

e. Bagian perlengkapan 

Pasal 35

Pagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana hukum perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta membina administrasi keuangan daerah.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 35 bagian Keuangan mempunyai fungsi ;

a. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana perubahan dan perhitungan APBD 

b. Mengolah administrasi keuangan daerah 

c. Penguji kebenaran penagihan dan penerbitan surat perintah membayar uang (SPMU) dan mengadakan pemeriksaan administrasi keuangan serta membina pembendaharaan 

d. Pengumpulah  bahan penyusunan pedoman dan petunjuk tek is pembinaan administrasi keuangan 

e. Pengumpulan, penelitian dan pelaksanaan verifikasi laporan pendapatan dan belanja rutin dan investasi

f. Pelaksnaan tata usaha bagian keuangan 

 Pasal 37

 Bagian keuangan terdiri dari:

a. Sub Bagian anggaran 

b. Sub Bagian pembukuan 

c. Sub Bagian verifikasi

d. Sub Bagian pembendaharaan 

Pasal 38

(1) Sub Bagian aanggaran mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan rencana dan perubahan APBD, petunjuk teknis pelaksanaan APBD serta menyipkan dan menyusun nota keuangan yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta melaksanakan tata usaha bagian keuangan 

(2) Sub Bagian pembukuan mempunyai tugas melakukan pembukuan keuangan secara sistematis dan kronogolis serta menyiapkan bahan perhitungan APBD 

(3) Sub Bagian verifikasi mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap realisasi pendapatan dan belanja rutin dan investasi

(4) Sub Bagian pembendaharaan mempunyai tugas menerbitkan SPMU, menguji kebenaran pebnagihan, membina administrasi keuangan, menyelesaikan masalah perbendaharaan, ganti rugi dan membina perbendaharaan 

Pasal 39

Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan tata usaha, pembinaan kearsipan, urusan rumah tangga, protocol, sandi, telekomunikasi dan perjalanan dinas

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 39 bagian umummempunyai fungsi ;

a. Pelaksanaan urusan tata usaha

b. Pelaksanaan pembinaan kearsipan

c. Pelaksanaan urusan rumah tangga

d. Pelaksanaan Urusan keamanan terhadap peralatan sandi dan telekomunikasi serta informasi sandi dan telekomunikasi

e. Pelaksanaan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas

f. Penyelenggaraan kearsipan

Pasal 41

Bagian umum terdiri dari ;

a. Sub Bagian Tata usaha;

b. Sub Bagian rumah tangga

c. Sub Bagian protocol

d. Sub Bagian sandi dan telekomonikasi

Pasal 42

(1) Sub Bagian Tata usaha mempunyai tugas malakukan tata usaha pimpinan dan tata usaha umum, mengendalikan dan membina kearsipan, melakukan tata usaha keuangan, secretariat daerah dan melaksanakan tata usaha asisten administrasi serta melaksanakan ketata usahaan bagian umum;

(2) Sub Bagian Rumah tangga mempunyai tugas malakukan menyusunan program kebutuhan rumah tangga, pengelolaan dan pemeliharaan peralatan rumah tangga,penggelolaan dan pemeliharaan peralatan rumah tangga dan kendaharaan dinas, pelayanan angkutan dinas, akomudasi, ruangan, rumah jabatan, serta memelihara kebersihan kantor dan perkarangan.  

(3) Sub Bagian protocol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas 

(4) Sub bagian sandi dan telekomunikasi mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan dan pengiriman sandi dan telekomonikasi, membina dan memelihara alat sandi dan telekomunikasi serta pengamanan terhadap informasi sandi dan telekomunikasi 

Pasal 43

Bagian kepegawaian mempunyai tugas pelaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, penyusunan program pengembangan pegawai daerah serta melaksakan mutasi pegawai neregi sipil daerah dan menyelenggarakan pendidikan dan latihan pegawai.

Pasal 44

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 43 bagian Kepegawaian mempunyai fungsi ;

a. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kepegaiwaian daerah

b. Perencanaan pengembangan kepegawaian daerah

c. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan pegawai

d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengadaan pegawai

e. Penyiapan dan pelaksanaan mutasi pegawai

f. Penyelenggaraan dokumentasi dan tata naskah kepegawaian

g. Pelaksanaan tata usaha bagian kepegawaian

Pasal 45

Bagian kepegawaian terdiri dari:

a. Sub Bagian Pengadaan dan mutasi pegawai

b. Sub Bagian mutasi jabatan fungsional

c. Sub Bagian pengembangan pendidikan dan latihan pegawai

d. Sub Bagian dokumentasi dan tata naskah

Pasal 46

(5) Sub Bagian Pengadaan dan mutasi pegawai mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan bahan pengadaan pegawai daerah, melakukan penyelesaian administrasi kepegawaian, kepangkatan, gaji, pemberhentian, pensiun dan menyiapkan bahan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan structural dan jabatan non structural;

(6) Sub Bagian Mutasi jabatan fungsional mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional;

(7) Sub Bagian pengembangan, pendidikan dan latihan pegawai mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan bahan Penyusunan program pengembangan kepegawaian daerah pendidikan dan latihan pegawai, penyusunan formasi, pemberian penghargaan dan tanda saja,pembinaan mental pegawai dan ujian dinas;

(8) Sub Bagian dokomentasi dan tata naskah  mempunyai tugas malaksanakan pengumpulkan Penyusunan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan dokumentasi, menyajian data kepegawaian dan menyiapkan tata naskah kepegawaian serta melaksanakan tata usaha bagian kepegawaian;

Pasal 47

Bagian organisasi mempunyai tugas pelaksanakan dan mengkoordinasikan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembinaan pendayagunaan Aparatur negara, analisis jabatan dan formasi jabatan serta mengelola perpustakaan;

Pasal 48

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 47 bagian organisasi mempunyai fungsi ;

a. Pengumpulan dan pengelolaan data serta penyiapan bahan pembinaan dan penataan kelembagaan 

b. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketatalaksanaan, penataan system, metode dan prosedur kerja serta pendayagunaan aparatur negara;

c. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan analisis dan formasi jabatan

d. Penyelenggaraan dan pembinaan perpustakaan dinas

e. Pelaksanaan tata usaha bagian organisasi

Pasal 49

Bagian kepegawaian terdiri dari:

a. Sub Bagian kelembagaan 

b. Sub Bagian Ketatalaksanaan

c. Sub Bagian analisis jabatan dan formasi

d. Sub Bagian Perpustakaan 

Pasal 50

(4) Sub Bagian kelembagaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, dan penataan organisasi dalam lingkungan pemerintahan daerah;

(5)  Sub Bagian ketatalaksanaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, dan penataan system, metode dan prosedur kerja serta pendayagunaan aparatur negara

(6) Sub Bagian analisis dan formasi mempunyai tugas mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan analisis jabatan di lingkungan lembaga perangkat daerah dan menyusun formasi jabatan serta melaksanankan tata usaha bagian organisasi;

(7) Sub Bagian perpustakaan mempunyai tugas malakukan pengelolaan dan pelaytanan sertas pembinaan perpustakaan dinas;

Pasal 51

Bagian perlengkapan mempunyai tugas pelaksanakan penyusunan program dan analisis kebutuhan barang daerah, pengadaan, penyimpangan, distribusi, pemeliharaan dan perawatan, inventarisasi barang daerah serta pembinaan administrasi barang Daerah.

Pasal 52

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 51, Bagian perlengkapan mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan bahan penyusunan rencana dan analisis kebutuhan barang Daerah;

b. Pelaksanaan inventarisasi barang milik Pemerintah Daerah;

c. Pelaksanaan pengadaaan barang Daerah;

d. Penyimpanan, pemeliharaan dan perawatan barang Daerah;

e. Pendistribusian barang Daerah;

f. Pelaksanaan pembinaan administrasi barang Daerah;

g. Pelaksanaan tata usaha Bagian Perlengkapan;

Pasal 53

Bagian Perlengkapan terdiri dari:

a. Sub Bagian Analisis Kebutuhan dan Inventaris;

b. Sub Bagian Pengadaan;

c. Sub Bagian Pengadaan dan Distribusi;

Pasal 54

(1) Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Inventaris mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan barang Daerah, menganalisis kebutuhan barang Daerah sesuai standar yang ditetapkan, melakukan inventarisasi barang milik Pemerintah Daerah, menginformasikan dan melaporkan keadaan barang milik Pemerintah Daerah serta melakukanbimbingan dan pembinaan teknis pengelolaan barang terhadap pengurus barang pada semua unit kerja perangkat daerah;

(2) Sub Bagian Pengadaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan keperluan pengadaan barang daerah, menilai mutu Barang Daerah, melakukan tender , melaksanakan pembelian Barang Daerah Pemerintah Daerah.

(3) Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi mempunyai tugas melakukan administrasi penerimaan dan pengeluaran barang Daerah, mengatur Penyimpanan, distribusi, menyiapkan penghapusan, melakukabn perawatan dan pemeliharaan  barang Daerah serta melaksanakan tata usaha Bagian Perlengkapan.

Bagian Kedelapan

Kelompok jabatan Fungsional

Pasal 55

(1) Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas khusus membantu Sekretaris Daerah sesuai dengan kebutuhan keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional teridiri dari sejumlah petugas dalam jenjang jabatan  fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(3) Jumlah petugas jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Pembinaan terhadap petugas jabatan fungsional dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

URAIAN TUGAS

Pasal 56

Uraian tugas masing-masing sub Bagian di lingkungan Sekretariat Daer5ah diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Semua ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Keputusan ini diadakan penyesuaian.

Pasal 58

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.
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